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ABSTRACT

The present study aims to examine the effect of budget goal clarity on performance
accountability government agencies. It also attempts toexamine whetherthe internal
control system mediate the effect of the budget goal clarity government performance
accountability.

The research data collection using questionnaire survey. The questionnaire
submitted to the Department of Revenue employees 50 Finance and Asset Management
Regional Salatiga, 43 questionnaires ( 86 % ) returned complete and can be processed.
The data collected were processed using path analysis to examine the effect of direct and
indirect budget goal clarity on government performance accountability.

These results indicate that the direct effect of the budget goal clarity government
performance accountability. Budget goal clarity also significantly affect internal control
system. Budget goal clarity indirectly affect the performance accountability of government
agencies through the intervening variables of internal control systems.

Keywords : budget goal clarity, accountability of government performance, the system of
internal control, public sector organization.

PENDAHULUAN

Penetapan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentamgrihtahan Daerah dan Undang-
Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Kewarsptara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah mengharuskan pemerintah memakurtabilitas dengan memperhatikan
beberapa hal, antara lain : anggaran, pengendaliantansi, dan sistem pelaporan. Pengelolaan
pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak lejsas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini
sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002a), yang atadag wujud dari penyelenggaraan
otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber dayadylakgkan secara ekonomis, efisien, efektif,
adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas puhldbih lanjut dijelaskan Mardiasmo (2002a),
anggaran berfungsi sebagai : (1) alat perencari2pajat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal,
(4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikg$) alat penilaian kinerja, (7) dan alat motivas
Oleh karena itu, anggaran diperlukan dalam pergmtokumber daya tersebut untuk mencapai
kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untudncmptakan akuntabilitas terhadap
masyarakat.

Anggaran merupakan elemen penting dalam sistemepéatjian manajemen karena
anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan leyategapi juga sebagai alat pengendalian,
koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan maiv&enis, 1979; Chowt al., 1988; Antony dan
Govindarajan, 1998, Halira al., 2000). Informasi anggaran membantu manajemenagumatuk
mengevaluasi kinerja dari manajer fungsional damdistribusikan penghargaanefards) dan
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hukuman punishments). Dalam konteks ini, keberadaan anggaran menjading sebagai bagian
dari perancangan sistem organisasi untuk meningkasikap dan kinerja manajerial. Anggaran
juga dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja kasestem penganggaran dapat mendorong atau
menghambat pencapaian tujuan perusahaan.

Kenis (1979) mengatakan terdapat beberapa karstikesistem penganggaran. Salah satu
karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaragaeang Pada konteks pemerintah daerah, sasaran
anggaran tercakup dalam Rencana Pembangunan Jdegkagah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Menurut Kenis (19@8anya sasaran anggaran yang jelas akan
memudahkan individu untuk menyusun target-targggaran. Selanjutnya, target-target anggaran
yang disusun akan sesuai dengan sasaran yangdiegipai organisasi. Pada konteks pemerintah
daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi gpdrat untuk menyusun anggaran sesuai
dengan sasaran yang ingin dicapai instansi perabrisghingga aparat akan memiliki informasi
yang cukup untuk memprediksi masa depan secara teekanjutnya, hal ini akan menurunkan
perbedaan antara anggaran yang disusun dengaagdtnbaik bagi organisasi.

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawalem suatu instansi pemerintah atas
kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu sditunt yang disusun melalui media pelaporan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintfAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban
pejabat publik kepada publik tentang kinerja pemtahi selama satu tahun anggaran yang
bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencatags dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi organisasi di masing-masing perangkat daesaha keberhasilan capaian saat ini untuk
percepatan dalam meningkatkan kualitas capaianjiigang diharapkan pada tahun yang akan
datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat menka@rigambaran penerapan prinsip-prinsip
good governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilidadingkungan Pemerintah
Daerah.

Pada tahun 2011, Provinsi Jawa Tengah memperollh penghargaan dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BgioKRRANRB) atas prestasinya dalam
menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja mssf@emerintah sehingga mendapatkan predikat
B (baik). Namun, hal itu tidak diikuti oleh kabupatkota di Jawa Tengah. Terbukti dengan masih
banyaknya kabupaten/kota di Jawa Tengah yang lapbesil evaluasi akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah berpredikat CC, C, bahkan Brsiegang diringkas dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1
Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten/K ota Tahun 2011

KABUPATEN/KOTA | KRITERIA
KAB BOYOLALI CC
KOTA TEGAL CC
KAB BANJAR
KAB KARANG ANYAR
KAB KLATEN
KAB KUDUS
KAB MAGELANG
KAB PATI
KAB PURBALINGGA
KAB SRAGEN
KAB TEMANGGUNG
KAB BATANG
KOTA SALATIGA
Sumber http://www.menpan.go.id/informasi/akuntabilitasAhlep-kabkota

O|0|0|a0[000|00|0

Berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitasrid instansi pemerintah kab/kota tahun
2011 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaaaraddpr Negara dan Reformasi Birokrasi
(PANRB) diatas, kota Salatiga mendapat predikaskdr(0-30). Hal ini diperkuat oleh pernyataan
http://ruslan.web.id/category-pengendalian-intesi/tkelemahan-sistem-pengendalian-intern-
pada-pemdayang mengatakan bahwa di kota Salatiga terdap& @Dg ada pada entitas tidak
berjalan secara optimal atau tidak ditaati, yagngmpatan dana cadangan senilai Rp 14,21 milyar
pada PD BPR Kota Salatiga dalam bentuk depositorelening giro yang bukan bank umum
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mengakibatkan penyimpanan tersebut legalitasnyartdipyakan oleh peraturan perundang-
undangan. Kasus tersebut termasuk dalam kasus&edenstruktur pengendalian intern khususnya
kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalaresggamal atau tidak ditaati.

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat bahwansipengendalian intern sangat penting
bagi instansi pemerintah. Hal ini diperkuat oleljaFg2012) yang menyatakan bahwa sistem
pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntaleltrdasparan dapat dicapai jika seluruh
tingkat pimpinan menerapkan sistem pengendaliagmnimtas keseluruhan kegiatan di instansi
masing-masing sehingga seluruh kegiatan instaratddilaksanakan secara tertib, terkendali,
efisien dan efektifserta dapat mencapai tujuannya. Sistem pengendaliam diharapkan dapat
memberi keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tslaksanakan sesuai dengan tolak ukur
yang telah ditetapkan secara efektif dan efisigmkukepentingan pimpinan dalam mewujudkan
tata pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan &edebut, sistem pengendalian intern juga
dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelersyjyak&giatan pada suatu instansi
pemerintah dapat mencapai tujuannya.

Hasil temuan yang menunjukkan adanya ketidakkasast antara penelitian satu dengan
penelitian lainnya, menunjukkan kemungkinan adary&bel lain yang menjadi perantara antara
kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas &iimestansi pemerintah. Shields et al. (2000) dan
Govindrajan (1986) dalam Fahrianta dan Ghozali 2200engatakan kemungkinan belum adanya
kesatuan hasil penelitian anggaran dikarenakan &@dmbungan antara anggaran dan kinerja
manajerial adalah tergantung faktor-faktor tertefsituational factors) atau yang lebih dikenal
dengan istilah variabel kontijensiohtingency variables). Hal ini didukung Riyanto (2003) yang
mengatakan perlunya penelitian mengenai pendekatatijensi. Model penelitian tersebut untuk
mengujicontextual factors yang mempengaruhi hubungan antara sistem pengandkdn kinerja.
Sistem pengendalian termasuk anggaran dan pendekatatiiensi memungkinkan adanya
variabel-variabel lain yang bertindak sebagai ‘maiantervening atau variabelmoderating
(Darma, 2004). Berdasarkan uraian diatas, makagssiahan yang menjadi pusat perhatian dalam
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruta daocgsung terhadap akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah?

2. Apakah sistem pengendalian intern merupakan vdriatsevening dalam hubungan antara
kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas &ipemerintah daerah?

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITISDAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Teori Kontijens

Teori kontijensi menyatakan bahwa tidak ada ranganglan penggunaan sistem
pengendalian manajemen yang dapat diterapkan setgktif untuk semua kondisi organisasi,
namun sebuah sistem pengendalian tertentu hanktaf efetuk situasi atau organisasi (perusahaan)
tertentu. Kesesuaian antara sistem pengendaliamjemen dan variabel kontekstual organisasi
dihipotesiskan untuk menyimpulkan peningkatan kmerganisasi dan individu yang terlibat di
dalamnya (outley 1980; Fisher 1998; Riyanto 2001).

Penggunaan pendekatan kontijensi tersebut memukegkiadanya variabel-variabel lain
yang bertindak sebagai variabiitervening yang mempengaruhi hubungan antara kejelasan
sasaran anggaran dengan kinerja manajerial (Browi882a). Menurut Indriantoro dan Supomo
(1999), variabelintervening adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antarmbel
independen dengan variabel dependen menjadi hubwaga tidak langsung.

Riyanto (2003) juga mengatakan perlunya penelitil¢ngenai pendekatan kontijensi
dalam mengujicontextual factors yang mempengaruhi hubungan antara sistem pengandali
termasuk anggaran dengan kinerja dan akuntabiiéaglontextual factors yang mempengaruhi
keefektifan sistem pengendalian, pada umumnyajati domain akuntansi sehingga menyangkut
multidisiplin. Contoh contextual factors tersebut adalah motivasi, komitmen, struktur orgasii
ketidakpastian lingkungan dan strategi.

Penelitian dapat menyangkut pengujian terhatiapvhole system, memperluas literatur
dengan mengidentifikasikan variabel kontrol maupanabel konteks yang belum pernah diteliti,
termasuk perbaikan metodenya. Pada kerangka penetiendatangyudgeting, monitoring dan
evaluation serta compensation dan reward system merupakan control system yang akan
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mempengaruhiperformance. Uncertainty factors, individual factors dan organizations design
factors merupakarcontextual factors yang akan mempengaruhi keefektifan sistem pengamdal
tersebut (Riyanto dalam Suhartono dan Suryanto)2006

Variabel control yang berupabudgeting adalah termasukparticipation, tightness,
acceptance. Karakteristikbudgeting tersebut, bisa berwujudutigetary participation, budget goal
clarity, budgetary feedback, budgetary evaluation dan budget goal difficulty (Kenis, 1979).
Monitoring danevaluation berupaeval uation acceptance, system support danvariance analysis.

Variabel konteks yang berupancertainty bisa berbentukvolatility, complexity dan
strategic. Individual factors berupa motivasi, komitmenOrganization design factors bisa
berbentukdecentralization ataucentralization, formalization, complexity, organic ataumechanic
dan kultur organisasi. Performance bisa diwujud#alam halfinancial, managerial, operational
danaccountability (Rianto, 2003)

Kerangka Pemikiran

Tercapainya indikator kinerja instansi pemerintabrupakan suatu prestasi yang dapat
meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instgmsmerintah daerah. Hal ini sesuai dengan
instruksi presiden nomor 7 Tahun 1999 dalam kusimgamm (2009) yang menyatakan bahwa
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerahladd perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhégdigagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah wktenimelalui alat pertanggungjawaban secara
periodik. Akuntabilitas kinerja ini dilakukan demgamemperhatikan indikator kinerja, yang
merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yanghggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran
atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempeaatigkan indikator masukamputs), keluaran
(outputs), prosesgrocess), hasil putcomes), manfaat lfenefits) dan dampakipact).

Ketidakoptimalan akuntabilitas kinerja instansi pemtah disebabkan oleh kinerja
anggaran sektor publik yang belum maksimal. Pengukkinerja anggaran lebih dilihat pada
rencana dan realisasi anggaran tanpa menitikberggadaoutcome. Hal ini disebabkan kinerja
anggaran lebih dikaitkan dengan pelaksanaan angd¢anga melihat pada hasil dari pemanfaatan
suatu anggaran. Terkait dengan hal ini, kinerjarapdapat dipengaruhi oleh kejelasan sasaran
anggaran sehingga ikut berdampak pada kinerja amggdan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (Ramandei, 2009)

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu antkejelasan sasaran anggaran dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memunkggnadanya variabel yang menjadi perantara
dengaan pendekatan kontijensi. Pendekatan kontijeesunjukkan bahwa sistem pengendalian
akan lebih dapat menunjang pencapaian tujuan a@simpabila desainnya sesuai dengan kondisi
lingkungan organisasi.

Pengendalian yang efektif dapat mendorong manapukumembuat keputusan yang
mengarah kepada tujuan organisasi. Aktivitas pestegem juga berusaha dalam memotivasi pada
karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengandberbeda dengan perencanaan.
Perencanan berkaitan dengan penentuan tujuan damasgperusahaan sedangkan pengendalian
memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan (Purwgarti Zulaikha, 2006).

Dalam sistem pengendalian manajemen, anggaran al@mipelemen penting karena
anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan kayatejapi juga sebagai alat pengendalian,
koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan maiv&enis, 1979; Chowt al., 1988; Antony dan
Govindarajan, 1998, Halira al., 2000). Informasi anggaran membantu manajemenagumatuk
mengevaluasi kinerja dari manajer fungsional damdistribusikan penghargaanefards) dan
hukuman punishments).

Adanya pengetahuan mengenai sasaran yang telapgdrkan dan informasi mengenai
tingkat dimana sasaran tersebut telah tercapai ewkan dasar bagi para manajer untuk
mengukur efisiensi, mengidentifikasi masalah, dangontrol biaya. Komunikasi sasaran yang
dianggarkan secara menurun di suatu organisasi srenmformasi kepada para anggota
manajemen yang lebih rendah mengenai apa yangagikean manajemen tingkat atas. Selanjutnya,
informasi anggaran membantu manajemen tingkat uatagk mengevaluasi kinerja para manajer
tingkat lebih rendah dan memberikan reward atawmak (Kenis1979).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulldwé kejelasan sasaran anggaran
diperkirakan dapat berpengaruh positif terhadapnthilitas kinerja instansi pemerintah baik
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secara langsung maupun tidak langsung. Sistem pdalign intern diperkirakan merupakan
variabel yang memediasi hubungan tidak langsun@grankejelasan sasaran anggaran dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adaperakgka konseptual penelitian ini digambarkan
pada model berikut ini:
Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Sistem Pengendalian

Intern
Hi (+) Ha (+)
Kejelasan Sasaran Hs (+) _| Akuntabilitas Kinerja
Anggaran g Instansi Pemerintah

Pengembangan Hipotesis
Keelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern

Menurut Kenis (1979) dalam Suhartono & SolichinQ2Dmenyatakan bahwa kejelasan
sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuarramgtitetapkan secara jelas spesifik dengan
tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengertiavkaig yang bertanggungjawab atas pencapaian
sasaran anggaran tersebut sehingga dapat menda@nyagvan untuk melakukan yang terbaik bagi
pencapaian tujuan yang dikehendaki. Penelitian €o(l068); Lathan & Yuki (1975); Stees
(1976); Ivancevich (1976) & Kenis (1979) dalam Mk&vie dkk (2007) menyatakan bahwa sasaran
anggaran yang jelas dan spesifik memiliki pengayamg positif terhadap komitmen dan
pencapaian sasaran anggaran serta kepuasan karyawan

Sedangkan sistem pengendalian intern terdiri ag¢h§akan dan prosedur yang dirancang
untuk memberikan manajemen kepastian yang layakdgerusahaan telah mencapai tujuan dan
sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering disgiengendalian, dan secara kolektif
membentuk pengendalian internal entitas (Arens,2{38). Sistem pengendalian intern dilakukan
untuk menjaga agar aktivitas organisasi tetap mahgkepada tujuan organisasi semula. Sistem
pengendalian intern yang efektif dapat mendorongajes untuk membuat keputusan yang
mengarah kepada tujuan organisasi. Adanya sistemgepédalian intern yang baik juga dapat
mengatasi tingkat kecurangan (fraud) dari karyasena diharapkan sistem pengendalian intern
dapat mengendalikan proses penganggaran sesuandsagaran anggaran yang telah ditetapkan
(Ramandei, 2009).

Oleh karena itu, adanya sasaran anggaran yangdgdaskirakan dapat mempengaruhi
sistem pengendalian intern karena adanya sasaggaram yang jelas dapat memberikan dasar
bagi para manajer untuk mengukur efisiensi, memgifilasi masalah, dan mengontrol biaya
sehingga para manajer dapat mengambil keputusamn mangarah kepada tujuan organisasi dan
meningkatkan sistem pengendalian intern. Selajrs#garan anggaran yang jelas dapat membantu
manajemen tingkat atas untuk mengevaluasi kineaja pnanajer tingkat lebih rendah sehingga
dapat menjaga aktivitas organisasi agar tetap mahdaepada tujuan semula. Berdasarkan uraian
diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagéuber
H,: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhaskgm3engendalian Intern.

Sistem Pengendalian | ntern dan Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah Daerah

Adanya sistem desentralisasi di sektor publik mkibgékan semakin menguatnya
tuntutan akuntabilitas publik kepada lembaga-lerabpgblik, baik di pusat maupun di daerah
(Usmany, 2004). Dengan adanya tuntutan tersebutgahkératkan pemerintah daerah harus
meningkatkan perencanaan dan kontrol aktivitasMiah dan Mia, 1996 dalam Abdulah, 2005).
Pilihan struktur (misal tingkat desentralisasi) miénimplikasi yang signifikan bagi sistem
informasi akuntansi (Chusing dan Romey, 1994 dal2arma, 2004). Agar kinerja yang
diharapkan dapat meningkat setelah adanya dessasialpengambilan keputusan operasi,
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organisasi harus mengadopsi pengendalian-pengandsging diperlukan (Hill, 1988 dalam
Darma, 2004).

Selain itu, wujud dari penyelenggaraan otonomi @aerdalah pemanfaatan sumber daya
yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif] dan merata untuk mencapai akuntabilitas
publik (Mardiasmo, 2004). Pemanfaatan sumber dagara ekonomis, efisien, efektif, adil dan
merata dapat dilakukan apabila dilakukan pengemdaianajemen yang baik. Salah satu jenis
pengendalian manajemen adalah pengendalian inBerdasarkan uraian diatas, maka dapat
dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H,: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhataptabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
K e elasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah Daerah

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur gexaa akuntabilitas kinerja yang
diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daemad lhiaa menggambarkan sasaran kinerja
secara jelas. Menurut Kenis (1979), kejelasan aasanggaran merupakan sejauh mana tujuan
anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik demgjaan agar anggaran tersebut dapat
dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab ategpaian sasaran anggaran tersebut. Oleh
sebab itu, sasaran anggaran daerah harus dinyasegara jelas,spesifik dan dapat dimengerti oleh
mereka yang bertanggung-jawab untuk melaksanakannya

Kenis (1979) menemukan bahwa pelaksana anggaratenéan reaksi positif dan secara
relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasasarsan anggaran. Reaksi tersebut adalah
peningkatan kepuasan kerja, penurunan keteganggm keningkatan sikap karyawan terhadap
anggaran, kinerja anggaran dan efisiensi biaya patiksana anggaran secara signifikan, jika
sasaran anggaran dinyatakan secara jelas. Lock&)(t@&lam Kenis (1979) menyatakan bahwa
penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif mhada tidak menetapkan tujuan spesifik. Hal ini
akan mendorong karyawan untuk melakukan yang terlbeigi pencapaian tujuan yang
dikehendaki sehingga akan berimplikasi pada akilitéekinerjanya.

Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan nmrmeogsh untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalaksanaan tugas organisasi dalam rangka
untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasanag t@ah ditetapkan sebelumnya. Hal ini
berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas kinegaberapa penelitian seperti Lathan dan Yuki
(1975), Steers (1976), lvancevich (1976) dalam E¢h979), Darma (2004) menunjukkan adanya
pengaruh positif antara kejelasan sasaran angggaag spesifik dengan kinerja dan akan
meningkatkan akuntabilitas kinerjanya (AbdullahQ2)p

Locke (1968) dalam Kenis (1979) mengatakan kejalasaaran anggaran disengaja untuk
mengatur perilaku karyawan. Ketidakjelasan sasamaggaran akan menyebabkan pelaksana
anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tideks pidalam berkerja. Hal ini menyebabkan
pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk menchipg@rja yang diharapkan sehingga akan
menurunkan akuntabilitas kinerjanya (Abdullah, 200dmirin, 2001). Sebaliknya, jika terdapat
kejelasan sasaran anggaran maka pelaksana andgaretivasi untuk mencapai kinerja yang
diharapkan sehingga akan meningkatkan akuntabiktasrjanya. Berdasarkan uraian di atas,
disusun hipotesis dalam konteks pemerintah dasediagai berikut:

Hs: Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh terhakaptabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Daerah

Mediasi Variabel Sistem Pengendalian Intern terhadap Hubungan Kejelasan Sasaran
Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan nmreogsh untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalaksanaan tugas organisasi dalam rangka
untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasanag t@ah ditetapkan sebelumnya. Hal ini
berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas kindjamun, ketidakkonsistenan atas hasil temuan
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendangsung kejelasan sasaran anggaran terhadap
kinerja manajerial maupun akuntabilitas kinerjatansi pemerintah memungkinkan adanya
variabel perantara yang memediasi hubungan kejelaaaaran anggaran dengan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah. Kemungkinan adanyaalsal perantara tersebut disebabkan oleh
faktor-faktor tertentuqtuational factors) yang dapat diuji dengan pendekatan kontijensi.
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Berdasarkan penjelasan diatas, sistem pengendailiam diharapkan dapat menjadi
variabel yang memediasi hubungan antara kejelassaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah karena adanya sasaran anggmmngrjelas dapat memberikan dasar bagi para
manajer untuk mengukur efisiensi, mengidentifikaassalah, dan mengontrol biaya sehingga para
manajer dapat mengambil keputusan yang mengaradadpjuan organisasi dan meningkatkan
sistem pengendalian intern. Selain itu, sistem plef@an keuangan negara akan lebih akuntabel
dan transparan, jika seluruh tingkat pimpinan maplen sistem pengendalian intern atas
keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing ngeghi seluruh kegiatan instansi dapat
dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien efatif serta dapat mencapai tujuannya. Sistem
pengendalian intern diharapkan dapat memberi kegakyang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang teltdtagkan secara efektif dan efisien untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata penaram yang baik. Berdasarkan uraian diatas,
maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H,; : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhddaypakilitas kinerja instansi
pemerintah melalui sistem pengendalian intern sshegiabelintervening.

METODE PENELITIAN
Data Penélitian

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data prinmelalui metode survei dengan
kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan denganpcapasive sampling dengan kriteria pejabat
struktural dan aparat yang memiliki peran dalams@sopenyusunan anggaran (RKA-SKPD) dan
memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam pegigebnyusunan anggaran karena anggaran
disusun secara periodik dan dalam satu periode aamggadalah satu tahun. Penelitian ini
dilakukan di Pemerintah Kota Salatiga karena bewdtas laporan hasil evaluasi akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah daerah, kota salatigenperoleh predikat D (kurang) dengan skor O -
30 pada tahun 2011.

Variabel Pendlitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitiginadalah variabel kejelasan sasaran
anggaran sebagai variabel independen, variabetnsigiengendalian intern sebagai variabel
intervening dan variabel akuntabilitas kinerja pemerintah dhesebagai variabel dependen.
Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabghbel tersebut, diadopsi dari penelitian-
penelitian terdahulu dan telah banyak digunakamlgesebelumnya.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh maaa tanggaran ditetapkan secara
jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggararehbersdapat dimengerti oleh orang yang
bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggesabut. Variabel kejelasan sasaran anggaran
diukur dengan menggunakan 13 pertanyaan yang dieghkian oleh Kenis (1979) dan disesuaikan
dengan konteks pemerintah daerah. Variabel kejelasaaran anggaran diukur menggunakan
skala lima poin, di mana skala rendah (1) menurgokiendahnya kejelasan sasaran anggaran dan
skala tinggi (5) menunjukkan tingginya kejelasasasan anggaran.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalaiats perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegapelaksanaan tugas organisasi dalam rangka
untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasarany Yalah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban. Variabel akuntabilitas kingsgmerintah diukur dengan menggunakan
instrumen yang dikembangkan oleh Indraswari (2@H0) Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Evaluasi
LAKIP 2005 yang diterbitkan oleh Kementrian Neg&endayagunaan Aparatur Negara. ltem-
item disesuaikan dengan konteks pemerintah dadwahlah item pertanyaan adalah 16 item
dengan skala Likert 1-5.

Sistem Pengendalian Intern terdiri atas kebijakan grosedur yang dirancang untuk
memberikan manajemen kepastian yang layak bahwasgisman telah mencapai tujuan dan
sasarannya (Arens, dkk 2008). Pengendalian Intgaraj dikeluarkan COSO terdiri dari 5 (lima)
komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaisifo, aktivitas pengendalian dan informasi
dan komunikasi serta pemantauan. Sistem pengendhkitarn diukur dengan menggunakan
instrumen yang dikembangkan oleh Ramandei (200@nlah item pertanyaan adalah 5 item
dengan skala Likert 1-5.



DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 8

Pengujian hipotesis yang telah disusun dalam penelini menggunakan analisjsath
(analisis jalur). Analisispath adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksgiurngan
kausalitas antar variabel yang telah ditetapkarag@l, 2006).

Gambar 2
Diagram Path
Pengaruh K g elasan Sasaran Anggaran terhadap AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah
melalui Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel I ntervening.

Sistem Pengendalian Intern

P2 P3
Kejelasan Sasaran Anggarar p1 R Akuntabilitas Kinerja Instansi
> Pemerintah

Diagrampath di atas memberikan secara eksplisit hubungan kitasahtar variabel yang
ditunjukkan oleh anak panah. Setiap nilai p mendgakan jalur dan koefisiepath. Nilai
koefisienpath tersebut dihitung dengan menggunakan analisisse@afozali, 2006).

Persamaan regresinya adalah:

Yspi= DO 4 saXKsa F Bleveeeeiieeieeeeeee e eeeans Persamaan Regresi 1
Y axip = DO+ ksaXksa + DspXspid @ ceveieiiiiiieieee e Persamaan Reig?
Keterangan:

Yksa = Kejelasan Sasaran Anggaran

Ysp = Sistem Pengendalian Intern

Yap = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

bksa = Intercept Kejelasan Sasaran Anggaran

bsp Intercept Sistem Pengendalian Intern

bakp = Intercept Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
e = Residual Sistem Pengendalian Intern
& = Residual Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeaint
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Diskripsi Data

Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesierszbut didistribusikan langsung
oleh peneliti atau kurir kepada responden. Jumlaésioner yang dikirim kepada responden
sebanyak 50 kuesioner. Kuesioner yang kembali selaa3 kuesioner. Kuesioner yang dapat
dianalisis sebanyak 43 kuesioner. Perhitungan singiengembalian kuesioner disajikan dalam
Tabel 2.

Tabel 2
Daftar Kuesioner
ltem Jumlah Presentase
Jumlah Kuesioner yang disebar 50 100%
Jumlah kuesioner yang tidak kembali 7 14%
Jumlah kuesioner yang dapat diolah (sampel) 43 86%

Uji Validitasdan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan dengan uji homogenitas dattu dengan melakukan uji korelasi
antara skor item-item pertanyaan dengan skor {Bedrson Correlation). Masing-masing item
pertanyaan berkorelasi positif terhadap skor totphda tingkat signifikansi 1%. Hal ini
menunjukkan instrumen tersebut dinyatakan valicilHsengujian validitas tercantum dalam tabel
3.

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menentukan tiagkepercayaan minimal yang dapat
diberikan terhadap kesungguhan jawaban yang dieridji reliabilitas instrumen penelitian
dilaksanakan dengan melihat konsistensi koefisBeonbach Alpha untuk semua variabel.
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Menurut Nunnaly (1994) dalam Ghozali (2011), instem penelitian dikatakan handati{able),
jika nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,7. Berdasarkan tabel 3, nixionbach Alpha diketahui
lebih besar dari 0,7. Hal ini berarti instrumen géian dinyakan reliabel.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data
Variabe Perason Cronbach Alpha
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 0,499,816 0,886
Kejelasan Sasaran Anggaran 0,363 - 0,81V 0,829
Sistem Pengendalian Intern 0,597 — 0,83( 0,708

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan tiga jenis uji asumsisi{ yang mendasari model analisis
regresi, Vyaitu pengujian multikolinieritas denganenmgunakan nilai VIF, pengujian
heteroskedastisitas dengan met@dek dan pengujian normalitas dengan menggunaiamal
probability plot. Hasil pengujian multikolinieritas pada tabel 4 mejukkan tidak satu pun
variabel yang menunjukkan nilai VIF di atas 10, gyaverarti tidak terjadi multikolinieritas di
antara variabel-variabel tersebut (Ghozali,2002).

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidakm@agalah heteroskedastisitas adalah
dengan melakukan upark. Uji park dilakukan dengan cara meregres variabel indepeteegan
nilai logaritma residual yang telah dikuadratkaka.hasilnya menunjukkan secara statistik tidak
signifikan berarti tidak terdapat heteroskedasissitlalam model penelitian tersebut (Ghozali,
2002). Hasil pengujian pada tabel 4, memperlihatkahwa semua variabel independen untuk
model penelitian menunjukkan hasil yang tidak digan. Hal ini mengindikasikan asumsi
homoskedastisitas telah terpenuhi dalam penelitian

Salah satu cara untuk mengetahui normalitas dalatadengan uji statistik menggunakan
Nonparametric Test One-Sample Kolmogorov-Smirnov (1-Sample K-S). Jika hasilKolmogorov-
Sminrnov menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 makaadatsidual terdistribusi dengan normal.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas, Heter oskedastisitas, dan Normalitas

Collinerity Statistics
Modl | r:f:laeg;?dden L\)/eToreinagSn VIF (I:’S?l ék) Asélyr;-p.
Tolerance
Pers. Reg. 1 KSA SPI 1,000 1,000 0,471 0,722
Pers. Reg. 2 KSSPAI‘ AKIP %%%22 ?2555533 O0573675 0,473

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang telah disusun dalam penelini menggunakan analisjsath
(analisis jalur). Analisispath adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksgiurgan
kausalitas antar variabel yang telah ditetapkarag@l, 2006).

Tabe 5
Hasl| Uji Persamaan Regresi
. . - Adjuste
Mo | Variabel | Variabel | Koefise . .
del Bebas Terikat n Path t-value Sig. F-Value Sig. dR
Square

1 | KsA SPI 0,298 0’597 0000 | 63657 | 0,000 0,599

KSA 0,408 2,076 0,044
2 AKIP 20,553 0,000 0,482

SPI 1,119 2,178 0,035

Sumber : data primer diolah 2013
Pada tabel 5 dapat dilihat hasil uji persamaaresedr yang digunakan untuk menganalisis
pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap gisegendalian intern menunjukkan nilai

9



DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 10

adjusted R? sebesar 0,599. Hal ini berarti 59,9% variabelesistpengendalian intern dapat
dijelaskan oleh variabel kejelasan sasaran angg&@adangkan sisanya yaitu sebesar 40,1%
dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti

Hasil uji signifikansi parameter individual (est) menunjukkan nilai t berada pada
probabilitas signifikansi 0,000. Karena probabditga lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan
variabel kejelasan sasaran anggaran signifikan.ihilderarti bahwa variabel kejelasan sasaran
anggaran berpengaruh terhadap sistem pengendaian. i

Pada tabel 5 hasil uji persamaan regresi 2 yangndigan untuk mengetahui pengaruh
kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabiiite@sjsk instansi pemerintah melalui sistem
pengendalian intern menunjukkan nitljusted R* sebesar 0,482. Hal ini berarti 48,2% variabel
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapatldikan oleh variabel kejelasan sasaran anggaran
dan sistem pengendalian intern. Sedangkan sebE886 Slijelaskan oleh variabel lain di luar yang
diteliti.

Hasil ttest memperlihatkan bahwa variabel sistem pengendalignn signifikan. Hal ini
dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikangntuk sistem pengendalian intern sebesar 0,035.
Variabel sistem pengendalian intern menunjukkarkarygng lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti
bahwa variabel sistem pengendalian intern berpehgserhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah. Sedangkan kejelasan sasaran anggagrifikan pada 0,05 dengan probabilitas
signifikansinya sebesar 0,044. Hal ini berarti bahkejelasan sasaran anggaran berpengaruh
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pada hasil uji persamaan regresi 1 menghasilkanunidtandardized beta untuk pengaruh
kejelasan sasaran anggaran terhadap sistem peligenidéern sebesar 0,298 dan signifikan di
bawah 0,05. Nilaunstandardized beta 0,298 merupakan nilpath atau jalur p. Pada hasil uji
persamaan regresi 2 menghasilkan nilastandardized beta sebesar 0,408dan 1,119. Nilai
unstandardized beta 0,408 merupakan nilpath atau jalur pdan signifikan di bawah 0,05. Nilai
unstandardized beta 1,119 merupakan nilgath atau jalur pdan signifikan. Besarnya nilai, e
=y/1— 0,608 = 0,626 dan besarnya=./1 — 0,507 = 0,702. Artinya jumlalvariance variabel
sistem pengendalian intern yang tidak dapat dielaleh kejelasan sasaran anggaran sebesar
0,626 dan jumlahvariance variabel akuntabilitas kinerja instansi pemeriniang tidak dapat
dijelaskan oleh kejelasan sasaran anggaran damgingendalian intern sebesar 0,702.

Gambar 3
Analisis Path

e = 0,626

'

Sistem Pengendalian Intern

/7

p,= 0,298 p3=1,119"
Keelasan Akuntabilitas Kinerja Instans
Sasaran Anggar an pL= 0,408 Pemerintah €= 0702

Hasil analisispath menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran Hepsngaruh
langsung ke akuntabilitas kinerja instnasi pemahdan dapat juga berpengaruh tidak langsung
yaitu dari kejelasan sasaran anggaran ke sistegepdalian intern (sebagai variabel intervening)
lalu ke akuntabilitas kinerja instansi pemerintddesarnya pengaruh langsung adalah 0,408
sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung haniendg dengan mengalikan koefisien tidak
langsungnya yaitu (0,298) x (1,119) = 0,333462.uAtatal pengaruh (korelasi kejelasan sasaran
anggaran ke akuntabilitas kinerja instansi pemahint 0,408 + (0,298 x 1,119) = 0,741462.

Pengaruh mediasi yang ditunjukkan oleh perkaliaefig@n (p2 x p3) sebesar 0,30108
signifikan atau tidak, diuji dengan Sobel test galb@erikut :

Hitung standar error dari koefisien indirect eff€gb,9
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Sp2p3 =/p325p2? + p225p3? + Sp22§p3°?
Sp2p3 =,/(1,119)2(0,037)2 + (0,298)%(0,514)% + (0,037)%(0,514)"
Sp2p3 = 0,1598047381
Berdasarkan hasil Sp2p3 diatas, maka nilai tssitatpengaruh mediasi dengan rumus

sebagai berikut :
t= p2p3d _ 0333462

= = 2,086684062
LFpip3 0,15580473 81
Oleh karena nilai t hitung = 2,086684062 lebih dvesdlari t tabel dengan tingkat

signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapsingiulkan bahwa koefisien mediasi 0,333462
signifikan yang berarti ada pengaruh mediasi. Sgsndapat disimpulkan bahwa sistem
pengendalian intern merupakan variaimgérvening yang memediasi hubungan kejelasan sasaran
anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pert@rinAdapun rangkuman pengujian hipotesis
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6
Hasil Pengujian Hipotesis
Hipotesis Kesmpulan
Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Diterima

H; : L
sistem pengendalian intern
Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap L
H, - R X . Diterima
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Ha Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Diterima

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap
H, | akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melaistiesn Diterima
pengendalian intern sebagai variaioédr vening

Sumber : data primer diolah 2013.

Interpretas Hasil
Pengaruh K g elasan Sasaran Anggaran terhadap Sistem Pengendalian Intern

Pada hasil persamaan regresi 1 untuk menjawabeipol menunjukkan bahwa adanya
pengaruh positif sistem pengendalian intern sepgyauhterbukti. Hasil analisis regresi
menunjukkan adanya pengaruh positif kejelasan @asanggaran terhadap sistem pengendalian
intern dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05twyasebesar 0,000. Hal ini menunjukkan
hipotesis 1 diterima, artinya bahwa kejelasan sasanggaran memiliki pengaruh positif terhadap
sistem pengendalian intern.

Penjelasan di atas memperkuat penelitian yang ukik Asmoko (2006) yang
menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja bemdndarhadap efektifitas pengendalian
keuangan dan pengendalian kinerja. Juga penel@ang dilakukan oleh Kenis (1979) yang
menyatakan bahwa anggaran dan kejelasan anggarapumgai pengaruh positif dan signifikan
terhadapob- Related Attitudes danBudget-Rel ated Attitudes juga kepada kinerja.

Pengaruh Kegjelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah
melaluiSistem Pengendalian I nternsebagai Variabel I ntervening.

Hasil analisispath menjawab hipotesis 4 yang menunjukkan bahwa lsgelasasaran
anggaran dapat berpengaruh langsung ke akuntaliliterja instansi pemerintah dan dapat juga
berpengaruh tidak langsung yaitu dari kejelasaaraasanggaran ke sistem pengendalian intern
(sebagai variabel intervening) lalu ke akuntalsliknerja instansi pemerintah. Besarnya pengaruh
langsung adalah 0,408 sedangkan besarnya pengalalh langsung harus dihitung dengan
mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu (0)2081,119) = 0,333462. Atau total pengaruh
(korelasi kejelasan sasaran anggaran ke akungsbiliberja instansi pemerintah) = 0,408 + (0,298
x 1,119) = 0,741462.

Menurut Ghozali (2011), pengaruh mediasi signifiletawu tidak, dapat diketahui jika diuji
dengan Sobel test (penghitungan standar error kaefisien indirect effect (3,9 dan

penghitungan nilai t statistik dengan rumus=( o3 ) ). Hasil pengujian Sobel test yang

Eplp3
dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa nilaittihg = 2,086684062 lebih besar dari t tabel
dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar .1Qh karena itu, dapat disimpulkan bahwa
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sistem pengendalian intern merupakan variabelvieténg yang memediasi hubungan kejelasan
sasaran anggaran dan akuntabilitas kinerja inspemserintah.

KESIMPULAN
Penelitian ini menguji pengaruh kejelasan sasanggaran terhadap akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah melalui sistem pengendalisaringebagai variabetitervening. Simpulan dari

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh langsuhgdagr akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. Penelitian ini menemukan bakej@lasan sasaran anggaran
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinergaansi pemerintah. Hasil penelitian
ini tidak konsisten dengan penelitian Netty Hergw@011) yang menyatakan bahwa
kejelasan sasaran anggaranberpengaruh positifdegghakuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.

2. Sistem pengendalian internberpengaruh terhadap tailitas kinerja instansi
pemerintah dan merupakan variabg@ervening / variabel yang memediasi hubungan
antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akitextakinerja instansi pemerintah.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitiamgalilakukan Philipus Ramandei
(2009) yang menyatakan bahwa sistem pengendali@mnirberpengaruh terhadap
kinerja manajerial.
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